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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan hal-hal
sebagai berikut :

1. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada dunia perbankan di Indonesia
karena desakan masyarakat internasional sebagai alasan utama, tidak sesuai
dengan prosedur yang seharusnya dilakukan untuk menerobos hak kebebasan
pribadi di bidang keuangan, namun karena Undang-Undang No. 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia memberi kemungkinan pembatasan hak asasi
manusia oleh hukum yang berlaku dan berdasarkan asas Lex Posterior
Derogat Legi Priori maka Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer
Principles) dapat diterapkan.

2. Pergeseran kerahasiaan bank dapat diterima karena sifat umum dan dinamis
dari asas yang melekat pada kerahasiaan bank. Perubahan masyarakat, dalam
hal ini berkembangnya tindak kejahatan terorganisir dengan menggunakan
sarana perbankan untuk melakukan pencucian uang harus segera disikapi
dengan menambah daftar pengecualian terhadap rahasia bank, meskipun

keefektifan cara ini masih belum dapat dilihat hasilnya sampai sekarang.
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B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, maka diajukan beberapa saran

sebagai berikut :

1.

Prinsip Mengenal Nasabah harus segera diiringi dengan sarana dan prasarana
yang memadai sehingga segala usaha peningkatan pelayanan pada nasabah
dalam rangka menjalankan fungsi utama perbankan di Indonesia tidak
terhambat. = Mengingat bahwa pemerintah mempunyai kepentingan dalam
pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah yaitu untuk mengatasi dan mencegah
tindak Pidana Pencucian Uang, maka pemerintah hendaknya memberikan
bantuan pada Bank berupa pelatihan dan dana untuk pengadaan sistem
informasi yang memadai serta informasi dan sosialisasi pada masyarakat

Kerahasiaan bank sebagai asas yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh
Bank dalam pelayanan kepada nasabah tetap harus dipegang teguh dan jangan
diabaikan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Penerobosan yang
dilakukan oleh UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang sebagaimana diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 hendaklah disikapi
dengan pemahaman hanya dilakukan terhadap rekening yang beresiko tinggi
serta transaksi yang mencurigakan saja dan bukan pada semua nasabah.
Pembatasan terhadap penerobosan hak kebebasan pribadi nasabah dan
kerahasiaan bank tetap diperlukan sehingga sasaran pemantauan rekening dan
transaksi nasabah dapat tercapai sebagaimana diharapkan, oleh karena itu
Peraturan Bank Indonesia seharusnya bersifat mengatur saja (fakultatif) bukan

memaksa (imperatif).
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